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Deportasi Massal PMI llegal

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Bergerak

WAKIL Ketua Komisi IX DPR
Nihayatul Waliroh meminta Peme-
rintah bersikap proaktil melin-
dungi Pekerja Migran Indonesia
(PMI) yang terancam deportast
massal dart Malaysia. Pemerintah
wjibmenjamin keselamatan, hak-
hak, serta kepastian penanganan
PMI tenpa mengabaikan persoalan
status keimigrasian mercka.

Chusnuria menegaskan, por-
lindungan terhadap WNI di uar
negeri menjadi prieritas utama
Pemerintah dalam setiap kebijak-
an luar negerd. Persoalan statos
legalitas tidak bolch jadi alasan
mengabaikan prinsip kemanu-
staan dan keadilan dalam mem-
perlakukan PMI yang mencari
penghidupan layak di Malaysia

Meski sasaran deportasi Peme-
rintah Malaysia adalah PMI
Berstatus flegal, kata dia, mereka
mesti diperlakukan secara adil
“Status keimigrasian memang
harus diselesatkan sestai aturan
hukum berlaku, tapi pendekatan-
nya jangan sampai mengabatkan
hak dasar dan martabiat kemanu-
siaan mereka,” wjarnya, Jumat
(30/10/2026).

Dia menyorotf realitas tenaga
kerja Indonesia yang telah lama

jadi bagtan aktivitas ckonomi di
Malaysia. Karena it persoalan
PMItidik sermata dipandang dari
sudut pelanggaran administrasi
sermata, Letapi juga harus men-
pertimbangkan aspek kelenaga-
kerjaan, kemanusiaan, serla
hubungan batk kedug negara
yang sceara proporsionzl.

Selama ini, Malaysia juga
menerimn kehadiran tenaga kerja
Indunesia dengan herbagad Latar
belakang dan status di sektor for-
mal maupun informal. Karena it
penanganan persoalan ini harus
dilakukan sccara proporsional
dan adil. Jika ada pelanggaran,
tindak sesuai aturan, (2pi jangan
korbankan kemanusiaan dan
keadilan.

Pemerintah Indonesia Gdak
boleh hanya bergerak selelah
ancaman deportast muncul dari
Malaysia. Perlindungan PMI
perlu dimulai sejak proses per-
ekrutan, pemberangkatan, hingga
bekerja di negara tujuan secara
resmi. “Pengawasan yang le-
mah terhadap jalur penempatan
berisiko membuka prakiik ilegal,
penipuan, cksploitasi, hingga
perdagangan orang,” ingatnya,

Disaat yang sama, dia mengim-

Nihayatul Wafiroh

Lian masyarakat tidak mudah
lergiur iming-iming paji besar
dan keberangkatan cepat ke luar
negerd tanpa kepastian legalitas:
Karena tawaran kerja yang tam-
pak menguntungkan bisa beru-
jung persoalan serius. Terutama
jika tidak diseriaf kontrak jelas
dokumen resmi, dan informasi
pemberi kerja.

Jangan sampai masvarakat
tergiur janji manis, tapi akhirnya
menghadapt masalah hukom dan
kehilangan perlindungan ketika
berada di Tuar negert, Pastikin
jalur keberangkatan, dokumen,
kontrak kerja, dan pihak peny-

alur benar-benar jelas dan resmi.
* Jangan mempertaruhkan masa
depan hanya karena iming-iming
pekerjaan instan,” egasnya.
Dia juga meminta Pemerintah
memperluas edukast kepada
calon PMI hingga tingkat desa.
Sehingga masyarakat tidak ha-
nya memahami peluang kerja di
huarnegert, tapd juga mengetahui
risiko dan prosedur yang harus

, dipenuhi. Pendampingan sehe-

lum keberangkatan dibutuhkan
agar calon pekerja memiliki be-
kal informeasi memadai.
Chusnunia menycbut, sikap
legas Penerintah diperlukan da-
lam dua hal sekaligus. Pertama
memperjuangkan perlindungan
WINI yang menghadapi ancaman
deportast dari Malaysia, kedua
membenahi-pengawasan ter-
hadip prakiik penempatan PMI
nonprosedural. Kedua persoalan
itu perlu ditangani beriringan
agar masalah serupa tidak terus
berulang di kemudian hari
Negara, sambungnya, harus
adlir scjak awal, bukan hanya ke-
lika warganya sudah menghadapi
ancaman deportasi di luar neger.
PMI yang sedang bermasalah
mesti mendapat perlindungan,

sckaligus mencegah masyarakat
jadi korban penempatan ilegal.
“Ketegasan hukum wajib berja-
lan bersama perlindungan dan
eadilan bagi semua wargs tanpa
terkecuali, " ucapny.

Senada, anggota Komisi X111
DPR Ricke Diah Pitaloka me-
nilal, negara perlu hadir me-
mastikan hak PMI terlindungi
sekaligus mengantisipasi dampak
kepulangan mercka. Pekerja
migran adalah pahlawan devisa
dan patriol sejati yang meno-
pang perckonomian nasional.
Perlindungan terhadap mereka
menyangkul keadilan, jaminan
sosial optimal, serta martabat
bangsa.

Ricke mengusulkan Peme-
rintah memperkuat diplomasi
dengan Pemerintah Malaysia
agar hak keperdataan PMI di-
penuhi sebelum proses depor-
tasi dilaksanakan. Pemerintah
diminta menyiapkan langkah
kontingensi melalui koordinasi
Kementerian Pelindungan Pe-
kerja Migran Indonesia (KP-
MI), TNL, dan Polri. Lang-
kah ity untuk mengantisipasi
kepulangan PMI massal melalui
wilayah perbatasan. mpva
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